PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP ADAT WALIGORO 






BAB II dalam Kajian Pustaka di bahas beberapa hal sebagai berikut : a) 
Kajian Teori, b) Hasil Penelitian Relevan. 
A. Kajian Teori  
1. Perspektif  Masyarakat 
a. Perspektif  
Menurut KBBI (2017) perspektif berarti sudut pandang atau suatu 
pandangan. Sehingga dapat diartikan bahwa perspektif merupakan cara seseorang 
dalam menilai sesuatu yang dipaparkan dalam bentuk lisan maupun tulisan hal 
tersebut memungkinkan bahwa hasil persepsi antara individu dengan individu 
tidak sama. 
b. Masyarakat 
Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu 
sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu dan terikat oleh suatu rasa 
identitas bersama. Kontinuitas merupakan kesatuan masyarakat yang empat ciri 
yaitu : 1) Interaksi antar warga-warganya; 2) Adat istiadat; 3) Kontinuitas waktu; 
4) Rasa identitas yang kuat dan mengikat semua warga (Koentjaningrat, 
2009:115). Kehidupan sebuah masyarakat merupakan sebuah sistem sosial dimana 
bagian-bagian yang ada didalamnya saling berhubungan antara satu kkesatuan 
yang terpadu. Manusia akan selalu bertemu dengan manusia lainnya dalam sebuah 
masyarakat sebagai orang-orang yang hidup bersama sehingga menghasilkan 
kebudayaan. Persepsi masyarakat dapat disimpulkan bahwa tanggapan atau 
pengetahuan lingkungan dari kumpulan individu-individu yang saling bergaul dan 
10 
 
berinteraksi karena mempunyai nilai-nilai, norma-norma dan merupakan 
kebutuhan bersama berupa suatu sistem adat istiadat yang bersifat continue dan 
terikat oleh suatu identitas bersama yang diperoleh melalui interpretasi data indra.  
2. Pernikahan  
a. Pengertian Perkawinan 
Menurut Thalib dalam Ramulyo (1999:1-2), perkawinan adalah suatu 
perjanjian yang suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara 
seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang 
kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tentram dan bahagia. Perkawinan 
merupakan suatu hal yang sakral dalam kehidupan, sedangkan adat adalah 
kebiasaan bagi setiap suku maupun manusia yang tidak bisa lepas dari kebiasaan 
yang telah turun temurun dari nenek moyang.  
Menurut Purwadi (2005:154), perkawinan adat merupakan salah satu 
peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat adat, karena 
perkawinan bukan hanya menyangkut kedua mempelai, tetapi juga orang tua 
kedua belah pihak, saudara-saudaranya bahkan keluarga mereka masing-masing. 
Perkawinan dalam hukum adat tidak hanya peristiwa penting bagi mereka yang 
masih hidup saja melainkan merupakan peristiwa yang sangat beraberarti serta 
sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah para leluhur kedua belah 
pihak. Perkawinan dalam arti perikatan adat ialah perkawinan yang mempunyai 
akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku di masyarakat. Akibat hukum ini 
sudah ada sebelum perkawinan hingga setelah perkawinan. Setelah terjadinya 
ikatan perkawinan maka timbul hak dan kewajiban orang tua (termasuk 
keluarga/kerabat) menurut hukum adat setempat, sejauh mana ikatan perkawinan 
11 
 
itu membawa akibat hukum dalam perikatan adat seperti kedudukan suami dan 
kedudukan istri hingga harta yang timbul akibat terjadinya perkawinan tergantung 
pada sistem kekerabatan, bentuk dan sistem perkawinan adat setempat 
(Astuti,2010:104). 
Pengertian perkawinan menurut UU No. 1 tahun 1974 pasal 1, perkawinan 
adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami 
istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga perkawinan tersebut selain 
mengandung syarat-syarat formal yang ditentukan oleh undang-undang juga harus 
memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum agama (Sari,2006:95). 
Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan 
maerupakan suatu perjanjian suci, kuat dan kokoh antara laki-laki dan perempuan 
untuk melanjutkan proses kehidupan secara sah menurut syarat-syarat yang di 
tentukan oleh hukum baik adat maupun agama untuk membentuk keluarga yang 
tentram dan bahagia. 
b. Tujuan Perkawinan 
Perkawinan memiliki tujuan tersendiri baik secara umum maupun khusus 
seperti halnya perkawinan masyarakat adat secara umum memiliki tujuan 
mewujudkan masyarakat yang aman, tentram dan sejahtera dan secara khusus 
dengan berbagai ritual-ritualnya dan sesajen atau persyaratan yang melengkapi 
upacara tersebut dan yang mendukung lancarnya proses pernikahan baik jangka 
pendek maupun panjang namun pada akhirnya memiliki tujuan yang sama yaitu 
mendapatkan kehidupan bahagia dan sejahtera serta keluarga yang utuh. 
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Tujuan Perkawinan secara umum adalah memenuhi petunjuk agama dalam 
rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis 
dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga;sejahtera artinya 
terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup 
lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar 
anggota keluarga (Ghazaly, 2006:22). Tujuan perkawinan menurut hukum islam 
adalah sebagai berikut :  
1)  Berbakti pada Allah. 
2)  Memenuhi atau mencukupkan kodrat hidup manusia yang telah menjadi 
 hukum bahwa antara pria dan wanita saling membutuhkan. 
3)  Mempertahankan keturunan umat manusia. 
4)  Melanjutkan perkembangan dan ketentraman hidup rohaniah antara pria 
 dan wanita. 
5) Mendekatkan dan saling menimbulkan pengertian antar golongan 
 manusia untuk menjaga keselamatan hidup. Kelima tujuan perkawinan ini 
didasarkan kepada (QS. Ar-Rum:21) yang menyatakan bahwa “Ia jadikan bagi 
kamu dari jenis kamu, jodoh-jodoh yang kamu bersenang-senang kepadanya, dan 
ia jadikan di antara kamu percintaan dan kasih sayang sesungguhnya hal itu 
menjadi bukti bagi mereka yang berfikir” (Santoso, 2016:417-418). 
Tujuan perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan sebagaimana 
terdapat pada pasal 1 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah 
membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Tujuan perkawinan di Indonesia 
harus didasarkan pada ketuhanan Yang Maha Esa, karena Negara Indonesia 
berdasarkan Pancasila dengan sila pertama berbunyi : “Ketuhanan Yang Maha 
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Esa”, maka perkawinan menurut hukum di Indonesia sangat erat kaitannya dengan 
agama atau kepercayaan masing-masing dari pasangan suami istri (Sari, 2006:98). 
c. Syarat-syarat Perkawinan 
Perkawinan sebagai suatu peristiwa social yang luas, tidak hanya 
melibatkan dua orang yang akan kawin semata. Perkawinan setidaknya 
melibatkan dua keluarga, orang yang berinisiatif untuk kawin harus memenuhi 
syarat-syarat yang telah ditentukan oleh budayanya. Syarat-syarat perkawinan 
meliputi (1) mas kawin/ bride price; (2) pencurahan tenaga untuk kawin/bride-
services; (3) pertukaran gadis/ bride-exchange (Pujileksono, 2006:60). Syarat-
syarat perkawinan yang lain diatur dalam  Bab II pasal 6 Undang-Undang No. 1 
Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai berikut : 
1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. 
2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua     
 puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Apabila  salah satu dari 
 orang tua telah meninggal atau tidak cakap menyatakan  kehendak, maka izin 
 tersebut dapat diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dua orang 
 tua yang cakap menyatakan kehendaknya. Apabila kedua orang tua sudah 
 meninggal maka izin tersebut dapat diperoleh dari wali, orang yang 
 memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan  darah garis lurus ke 
 atas dan ke bawah selama mereka masih hidup dan cakap dalam 
 menyatakan kehendaknya. 
3) Usia calon mempelai pria sudah mencapai 19 tahun dan calon mempelai wanita 
sudah mencapai 16 tahun. 
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a) Calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak terikat dala 
 hubungan yang dilarang oleh undang-undang untuk melangsungkan 
 perkawinan. 
b) Seseorang yang akan melangsungkan perkawinan tidak sedang berada 
 dalam ikatan perkawinan dengan orang lain, kecuali dalam hal pasal 3 ayat 
 (2) dan pasal 4 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. 
c) Bagi suami istri yang telah bercerai kemudian kawin lagi satu sama lain 
 dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka mereka tidak boleh 
 melangsungkan perkawinan, sepanjang hukum masing-masing agama atau 
 kepercayaannya tidak menentukan lain ( Tarigan, 2004:67-68).  
Selain syarat-syarat tersebut di atas pasal 3 UU No 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan menghendaki agar perkawinan menjadi sah, maka harus dilakukan 
menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Setelah 
perkawinan sah menurut hukum agamanya atau kepercayan-nya masing-masing, 
maka perkawinan ini harus dicatatkan di Catatan Sipil bagi pasangan suami istri 
yang bukan beragama islam, sedangkan bagi yang beragama islam perkawinannya 
dilangsungkan oleh Kantor Urusan Agama (Sari, 2006:98). 
d. Azas-azas Perkawinan 
Perkawinan menurut hukum adat tidak semata-mata berarti suatu ikatan 
antara seorang pria dengan wanita sebagai suami-istri dengan maksud 
mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan keluarga akan 
tetapi suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak 
isteri maupun suami. Melalui terjadinya perkawinan maka diharapkan perkawinan 
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itu mendapat keturunan yang dapat dijadikan penerus silsilah orang tua dan 
kerabat, menurut garis keturunan ayah maupun ibu (Hilman, 2003:70). 
e. Larangan Perkawinan 
Larangan perkawinan menurut UU Nomor 1 tahun 1974 pasal 8 Undang-
Undang No. 1 Tentang Perkawinan yang di larang ialah : 
 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas; 
 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, 
  antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara 
  neneknya; 
 3)Berhubungan semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau bapak 
tiri; 
 4) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan 
dan bibi/paman susuan; 
 5) Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari 
istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang; 
 6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, 
dilarang kawin.  
Larangan perkawinan selanjutya diatur dalam pasal 9 dan 10 yaitu : 
1) Seorang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin 
lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 ayat 2 dan pasal 4 
Undang-undang ini (pasal 9). 
2) Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain 
dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh 
dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya 
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dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain 
(pasal 10). 
Berdasarkan pendapat tersebut dapat di simpulkan bahwa seorang laki-laki 
dan perempuan yang akan menikah harus mengetahui asal usul calon 
pengantinnya karena calon pengantin yang masih memiliki hubungan susuan dari 
orang tua, atau hubungan saudara dengan bibi dan paman baik dari ibu maupun 
ayah maka calon pengantin tersebut dilarang untuk menikah. 
f. Macam-macam Bentuk Perkawinan  
Perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam 
kehidupan masyarakat sehingga perkawinan dapat disebut juga sebagai salah satu 
budaya yang beraturan dan mengikuti perkembangan budaya dalam kehidupan 
masyarakat. Perkembangan peradaban dan kemajuan ilmu pengetahuan 
tekhnologi dan modernitas tidak begitu saja menghapus adat kebiasaan yang 
hidup dalam masyarakat sehingga adat kebiasaan dapat menyesuaikan diri dengan 
perkembangan zaman agar dapat tetap eksis di tengah kemajuan zaman. 
Adat dan kebiasaan dalam melaksanakan perkawinan yang dianut oleh 
masyarakat di Indonesia berbeda-beda. Terdapat berbagai sistem kekerabatan 
yang dianut masyarakat adat Indonesia antara lain : 
1) Sistem kekerabatan patrilineal, sistem kekerabatan yang mengikuti garis 
keturunan bapak. Sistem kekerabatan ini anak menghubungkan dirinya 
dengan kerabat bapaknya berdasarkan garis keturunan pria secara unilateral. 
Keturunan dari pihakn bapak (laki-laki) dinilai mempunyai kedudukan lebih 
tinggi serta hak-haknya juga akan mendapatkan lebih banyak. Sistem 
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kekerabatan ini menggunakan bentuk perkawinan jujur, yang dilakukan 
dengan memberikan uang jujur dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. 
2) Sistem kekerabatan matrilineal merupakan sistem kekerabatan yang 
mengikuti garis keturunan ibu. Sistem kekerabatan yang mengikuti garis 
keturunan ibu. Sistem kekerabatan ini, anak menghubungkan dirinya dengan 
kerabat ibu berdasarkan garis keturunan perempuan secara unilateral. Pada 
sistem kekerabatan ini keturunan menurut garis ibu di pandang sangat penting 
sehingga menimbulkan hubungan pergaulan kekeluargaan yang jauh lebih 
rapat dan meresap diantara para warga persekutuannya. Sistem kekerabatan 
matrilineal menerapkan bentuk perkawinan semanda yang dilakukan tanpa 
pembayaran jujur dari pihak pria kepada pihak wanita. 
3)  Sistem kekerabatan parental, anak menghubungkan diri dengan kedua orang 
tuanya, anak juga menghubungkan dirinya dengan kerabat bapak dan ibunya 
secara bilateral. Pada sistem kekerabatan ini kedua orang tua maupun kerabat 
dari bapak dan ibunya memberlakukan peraturan yang sama baiknya tentang 
perkawinan, hak dan kewajiban serta pewarisan. Masyarakat adat parental 
menggunakan bentuk perkawinan mentas, yang tidak mengutamakan 
kekerabatan salah satu pihak baik ibu maupun bapak (Fitriatmoko dkk, 
2017:1-2). 
3. Adat Waligoro 
a. Sejarah Adat Waligoro 
Kabupaten Gresik memiliki banyak tradisi peninggalan dari nenek moyang. 
Tradisi itu pun turun temurun dan masih dilakukan oleh masyarakat salah satunya 
di desa Petisbenem yang berada di Kecamatan Duduksampeyan. Desa ini 
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mempercayai adanya tradisi waligoro dalam walimah nikah dan sudah tersebar di 
masyarakat hingga saat ini. Menurut Jaelani dalam (Nizar 2015:64) awal mula 
waligoro ini konon pada zaman dahulu ada seorang perempuan yang ingin 
menikah dengan seorang laki-laki namun perempuan itu tidak mempunyai orang 
tua (wali) untuk menikahkannya. Akhirnya perempuan tersebut membuat 
semacam sayembara bagi siapa saja yang mau mengakuinya sebagai anak dan bisa 
menjadi wali untuk menikahkannya dengan laki-laki yang dipilih, kemudian ada 
seseorang yang bersedia menjadi wali nikah namun dengan meminta sebuah 
persyaratan yang harus dipenuhi syarat itulah yang berupa sesajen dan disebut 
waligoro. 
Waligoro ini dilakukan bagi masyarakat yang memiliki garis keturunan laki-
laki asli Desa Petisbenem yang konon katanya jika melaksanan pernikahan harus 
dibuatkan sesaji, karena jika tidak dibuatkan sesaji pengantin akan mendapat 
kesulitan semasa hidupnya bahkan ada yang gila dan mengamuk (seperti 
kerasukan) pada saat prosesi pernikahan berlangsung, hal tersebut yang membuat 
waligoro mendarah daging di masyarakat sehingga mereka enggan untuk 
meninggalkan adat tersebut. Waligoro ini disyaratkan kepada wali atau orangtua 
laki-laki yang memiliki garis keturunan asli dari Desa Petisbenem. Meskipun laki-
laki tersebut sudah tidak tinggal di Desa Petisbenem namun masih memiliki garis 
keturunan dari Desa tersebut maka laki-laki atau wali ini harus menyediakan 
waligoro dalam pelaksanaan pernikahan putra-putrinya nanti. 
b. Prosesi Adat Waligoro Dalam Perkawinan 
Waligoro merupakan tradisi peninggalan dari nenek moyang masyarakat di 
Desa Petisbenem Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik, tradisi ini pun 
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masih konsisten di lakukan oleh masyarakat Desa Petisbenem secara turun-
temurun. Tradisi peninggalan nenek moyang salah satunya yang juga masih 
konsisten adalah pelaksanaan tradisi waligoro dalam pernikahan (Nizar, 2015:79). 
Pada upacara pernikahan ini ada dua sesajen waligoro yaitu untuk pengantin 
laki-laki dan untuk pengantin perempuan, sehingga dalam upacara pernikahan ini 
ada dua tempeh waligoro yang di taruh diatas meja dan diibaratkan calon 
pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan.  
Sesajen dalam tempeh laki-laki terdiri dari nasi krawu dengan sayuran tujuh 
macam, bunga tujuh rupa, tujuh ketupat, lima buah lepet, satu ekor ayam 
panggang jantan (di panggang tanpa bumbu), satu buah telur dalam takir (daun 
pisang yang dibentuk seperti mangkok), bumbu masak dapur lengkap dan air 
badhek (minuman yang terbuat dari air tape) dengan beberapa rempah yaitu polo, 
keningar, cengkeh, jahe, merica, kayu manis dan gula. Sedangkan dalam tempeh 
perempuan terdiri dari nasi krawu dengan sayuran tujuh macam, bunga tujuh rupa, 
delapan ketupat, lima buah lepet, satu ekor ayam panggang betina (di panggang 
tanpa bumbu), satu buah telur dalam takir (daun pisang yang dibentuk seperti 
mangkok), bumbu masak dapur lengkap dan air badhek (minuman yang terbuat 
dari air tape) dengan beberapa rempah yaitu polo, keningar, cengkeh, jahe, merica, 
kayu manis dan gula, untuk tempeh perempuan juga di tambah dengan bedak, satu 
sisir dan cermin. 
Prosesi waligoro ini dilakukan pada malam hari sebelum melangsungkan 
akad nikah dan masih satu rangkaian dengan walimah. Prosesi Waligoro ini 
dilaksanakan di rumah pengantin yang bersangkutan dan dihadiri oleh masyarakat 
sedesa demi kemaslahatan supaya calon pengantin menjadi keluarga bahagia, 
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harmonis dan untuk menolak bala’ supaya dijauhkan dari marabahaya. Sesajen 
waligoro ini dibuat oleh tetua desa atau hanya orang yang memahami tentang 
makna dari setiap isi dari sesaji itu. Waligoro yang sudah siap disajikan di atas 
meja dan dibawah meja tersebut di letakkan dua buah lampu ublik yang 
dinyalakan.  
Berdasarkan konsekuensi tersebut maka, waligoro terus-menerus dijalankan 
oleh masyarakat yang melakukan pernikahan dengan garis keturunan laki-laki dari 
Dusun Petis hingga akhirnya waligoro ini terus berkembang, sejauh ini tidak ada 
usaha untuk menghilangkan adat tersebut karena masyarakat percaya apabila 
waligoro ini tidak di penuhi maka akan terjadi kesulitan yang dialami oleh 
pengantin semasa hidupnya sehingga akan sulit untuk menghilangkan adat 
waligoro ini dari Dusun Petis. 
B. Hasil Penelitian yang Relevan 
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dilakukan oleh Bena 
Cindiana Mega mengenai 
sebuah warisan 
kebudayaan yakni 
upacara temanten, dalam 
pelaksanaan pernikahan 
di kecamatan kedamean. 
Tradisi ini merupakan 
warisan nenek moyang 
yang masih konsisten 
dilakukan hingga saat ini. 
Pelaksanaan upacara 
temanten ada tiga tahap 
yaitu ijab kabul, panggih 







dilakukan oleh Hariyana 
Khotijah mengenai 
budaya sesajen dalam 
acara pernikahan yang di 
dominasi oleh warisan 
budaya nenek moyang 
dan merupakan suatu 
adat atau kebiasaan yang 
berlangsung sejak dahulu 
dan tetap dilakukan 
sampai sekarang. Latar 
belakang mereka 
menggunakan sesajen 
dalam acar pernikahan 
tersebut sebagai 
perantara agar pengantin 
diberi keselamatan dan 
bertujuan untuk menolak 
bala agar tidak terjadi hal 
buruk serta memiliki arti 
sedekah terhadap kerabat 
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Pada penelitian ini, 
peneliti mengkaji lebih 
dalam terhadap 
aktivitas komunikasi 
yang terjadi dalam 
upacara temanten pada 
pernikahan adat. 
Karena menurutnya, 
ada beberapa komponen 





ini memiliki kesamaan 
yaitu mengkaji 
mengenai adanya 
budaya sesajen dalam 
adat pernikahan di 
suatu daerah tertentu. 
Perbedaan: Penelitian 
yang dilakukan oleh 
Hariyana adalah masih 
adanya sesajen yang 
diletakkan di tempat-
tempat tertentu 
misalnya di dapur, di 
kamar pengantin, 
tempat pelaminan dan 
ruang tamu. Tempat 
tersebut dianggap 
sebagai tempat untuk 
tolak bala agar acara 
pernikahannya dapat 
berjalan dengan lancar. 
Tabel 2.1 : Kajian Penelitian yang Relevan 
 
